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WALI KOTA BANJAR 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR 
NOMOR 1 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 

IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA BANJAR, 

 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Izin Peruntukan 

Penggunaan Tanah tidak termasuk jenis retribusi daerah yang 
dapat dipungut oleh daerah; 

b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor  35 Tahun 2004 
tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, masih 

mengatur tentang retribusinya sehingga perlu disesuaikan; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah; 
 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2013); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3209); 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4246); 
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4833); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4385); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah 
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5103); 
13. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 223); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1993 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; 
15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 

2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan; 
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004 tentang  

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjar 
Tahun 2004 Nomor 18 Seri E), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2013 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 
18 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Daerah Kota  Banjar Tahun 2013 Nomor 13 Seri E); 
17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013-2033 
(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 9); 

18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8); 

19. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 

Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 11);  
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR 
dan 

WALI KOTA BANJAR 
 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PERUNTUKAN 

PENGGUNAAN TANAH.  

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Kota adalah Kota Banjar. 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjar. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar. 
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Banjar. 

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya 
disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kota Banjar. 
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Banjar. 

7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota Banjar. 

8. Perorangan adalah subyek hukum yang memiliki wewenang 
dan kecakapan untuk memperoleh, memiliki, dan 
menggunakan hak dan kewajibannya dalam hukum. 

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 

usaha milik negara, atau Badan usaha milik daerah dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, 
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 
lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk 

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.  
10. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-

unsur organisasi perangkat daerah terkait yang mempunyai 
kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan.  

11. Pemohon adalah perorangan, Badan dan/atau instansi yang 

memohon Izin Peruntukan Penggunaan Tanah. 
12. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 

13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat 
RTRW adalah adalah rencana tata ruang yang bersifat umum 

dari wilayah, yang merupakan penjabaran dari RTRW 
provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan 
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ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola 

ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan 
pemanfaatan ruang wilayah, dan ketentuan pengendalian 

pemanfaatan.  
14. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK 

adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan 
lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota pada 

lokasi tertentu.  
15. Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah izin 

yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada perorangan atau 

Badan yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) dan peraturan teknis lainnya sebagai rencana yang 

mengikat dalam pelayanan umum. 
16. Peruntukan Penggunaan Tanah adalah pemanfaatan atas 

tanah untuk aktifitas atau kegiatan perorangan atau Badan di 
wilayah Kota Banjar. 

17. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya 

disingkat IPPT adalah izin yang dipersyaratkan kepada 
perorangan dan/atau Badan untuk setiap penggunaan tanah 

yang dimaksudkan agar peruntukan penggunaan tanahnya 
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan 

peraturan teknis lainnya. 
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat 

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 

Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran 

Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.  
 

 
BAB II 

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN 

 
Bagian Kesatu 

Ruang Lingkup 
 

Pasal 2 
 

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan 

mengenai: 
a. peruntukan dan penggunaan tanah; 

b. obyek dan subyek; 
c. persyaratan izin; 

d. kewenangan pemberian izin; 
e. penyelenggaraan perizinan; 
f. pembinaan dan pengawasan; 

g. ketentuan penyidikan; dan 
h. ketentuan pidana. 

 
Bagian Kedua 

Tujuan 
 

Pasal 3 

 
Pengaturan IPPT bertujuan untuk: 

a. memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan IPPT; 
b. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan 

dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan 
ruang; 
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c. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan 

ruang; dan 
d. terselenggaranya pemanfaatan ruang berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya 
dukung dan daya tampung lingkungan. 

 
 

BAB III 
PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH 

 

Pasal 4 
 

(1) Peruntukan dan penggunaan tanah harus memperhatikan: 
a. kesesuaian dengan fungsi kawasan dalam RTRW dan 

peraturan teknis lainnya; 
b. kesesuaian dengan KRK; 
c. ketersediaan tanah/lahan; 

d. kesesuaian tanah/lahan berdasarkan kemampuan ruang 
dan bukan kawasan yang harus dilindungi; 

e. pola penggunaan tanah yang seimbang dengan rencana 
kegiatan usaha dalam rangka penanaman modal yang 

akan dilaksanakan dan bukan merupakan tanah 
pertanian irigasi teknis; 

f. kondisi sosial kemasyarakatan setempat; dan 

g. kondisi kepemilikan dan penguasaan tanah pada lokasi 
IPPT. 

(2) Apabila terjadi perubahan RTRW dan peraturan teknis 
lainnya, maka penggunaan tanah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a mengikuti RTRW yang terakhir. 
(3) Untuk kegiatan yang sudah memperoleh IPPT sebelum 

terbitnya peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku. 

 
 

Pasal 5 
 

Peruntukan dan penggunaan tanah tidak boleh mengorbankan 
kepentingan umum, harus mengikuti ketentuan-ketentuan 
mengenai KRK, garis sempadan jalan, bangunan, sungai, dan 

sempadan lainnya serta ketinggian bangunan. 
 

 
BAB IV 

OBYEK DAN SUBYEK  
 

Bagian Kesatu 

Obyek 
 

Pasal 6 
 

Obyek izin peruntukan penggunaan tanah adalah setiap lahan 
atau tanah yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan usaha 
dan/atau bangunan. 
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Bagian Kedua 

Subyek 
 

Pasal 7 
 

Subyek izin peruntukan penggunaan tanah adalah perorangan 
atau Badan dan/atau instansi yang akan memperoleh IPPT untuk 

kegiatan. 
 

BAB V 

PERSYARATAN IZIN 
 

Pasal 8 
 

(1) Persyaratan izin meliputi: 
a. mengisi formulir permohonan izin; 
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon 

lainnya yang masih berlaku; 
c. fotokopi akta pendirian atau pengesahan dan/atau akta 

perubahan untuk pemohon Badan hukum/Badan usaha;  
d. fotokopi sertifikat hak atas tanah atau bukti penguasaan 

tanah; 
e. fotokopi pelunasan PBB tahun terakhir; 
f. sosialisasi kepada masyarakat sekitar untuk kegiatan 

tertentu; 
g. gambar rencana tata letak bangunan; 

h. dokumen lingkungan AMDAL/UKL/UPL/SPPL yang sudah 
direkomendasikan dari instansi teknis untuk kegiatan 

tertentu; 
i. rekomendasi penggunaan lahan dari Bappeda untuk 

kegiatan tertentu; 

k. surat kuasa bagi pemohon yang dikuasakan tanpa hak 
substitusi; dan 

l. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

(2) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada      
ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:  
a. nama pemohon/penanggungjawab; 

b. alamat pemohon/penanggungjawab; 
c. nomor Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon 

lainnya yang masih berlaku; 
d. nama perusahaan/Badan; 

e. alamat perusahaan/Badan; 
f. nomor telepon perusahaan/Badan; 
g. luas tanah sesuai kepemilikan tanah; dan 

h. peruntukan lahan. 
 

BAB VI 
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN 

 
Pasal 9 

 

(1) Setiap perorangan dan/atau Badan yang menggunakan tanah 
untuk kegiatan usaha dan/atau bangunan wajib 

mendapatkan IPPT dari Wali Kota. 
(2) Wali Kota mendelegasikan kewenangan IPPT kepada 

DPMPTSP. 
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(3) Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berupa pembangunan: 
a. bersifat sosial; 

b. perumahan; 
c. usaha; 

d. industri; dan/atau 
e. pertanian dalam arti luas. 

(4) IPPT dikecualikan bagi pembuatan jalan, jembatan, saluran 
irigasi, bendungan dan saluran listrik yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota. 

 
 

BAB VII 
PENYELENGGARAAN PERIZINAN 

 
Bagian Kesatu 

Prosedur Pelayanan IPPT 

 
Pasal 10 

 
Prosedur pelayanan IPPT adalah sebagai berikut: 

a. pemohon memperoleh informasi dari petugas informasi 
mengenai IPPT yang akan dimohon sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

b. pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan 
atau menyampaikan surat permohonan dan melengkapi 

persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8; 
c. pemohon menyerahkan formulir permohonan dan 

melampirkan persyaratan yang ditentukan ke loket 
pendaftaran; 

d. petugas loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas 

permohonan dan kelengkapan persyaratan; 
e. jika tidak lengkap, maka berkas dikembalikan kepada 

pemohon untuk dilengkapi; 
f. jika lengkap, maka petugas loket pendaftaran: 

1. melakukan pendaftaran dan mencetak tanda terima 
permohonan; 

2. memberikan tanda terima kepada pemohon; dan 

3. meneruskan berkas permohonan kepada petugas verifikasi. 
g. berdasarkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada 

huruf f angka 3, petugas verifikasi melakukan pemeriksaan 
teknis; 

h. petugas verifikasi melakukan penjadualan dan perencanaan 
untuk melakukan pemeriksaan lapangan; 

i. tim teknis melakukan pemeriksaan lapangan dan/atau 

pembahasan dilanjutkan dengan pembuatan berita acara 
pemeriksaan dan/atau berita acara pembahasan; 

j. jika diperlukan, tim teknis dapat meminta dan 
merekomendasikan persyaratan lainnya yang diperlukan 

sebagai kelengkapan persyaratan IPPT yang dituangkan dalam 
berita acara pembahasan dan disampaikan kepada pemohon 
dalam bentuk surat pemberitahuan; 

k. hasil pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh tim teknis 
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Berita 

Acara Pembahasan apakah perizinan dan non perizinan dapat 
diberikan atau tidak dan/atau diberikan dengan syarat 

tertentu; 
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l. jika hasil rekomendasi tim teknis menyatakan bahwa IPPT 

ditolak, maka petugas verifikasi membuat surat penolakan dan 
menyampaikan kepada petugas informasi untuk disampaikan 

kepada pemohon; 
m. jika hasil rekomendasi tim teknis menyatakan bahwa IPPT 

disetujui, maka petugas verifikasi menyampaikan kepada 
petugas penerbitan dan pelaporan perizinan untuk proses 

pencetakan naskah IPPT untuk ditandatangani oleh Kepala 
Dinas; 

n. IPPT yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas disampaikan 

kepada petugas penyerahan dokumen perizinan untuk 
dilakukan pengadministrasian dan pengarsipan; dan 

1. petugas penyerahan dokumen menyampaikan IPPT kepada 
pemohon setelah menerima bukti resi tanda terima berkas 

yang asli dan pemohon menandatangani bukti penerimaan 
dokumen. 

 

Bagian Kedua 
Jangka Waktu Pelayanan 

 
Pasal 11 

 
(1) Jangka waktu pelayanan IPPT paling lambat 7 (tujuh) hari 

kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan 

disetujui untuk diterbitkan.  
(2) Dalam hal hasil pembahasan mengharuskan pemohon 

melengkapi persyaratan tambahan lainnya yang diperlukan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf j, maka selama 

jangka waktu pemohon memenuhi hasil pembahasan 
tersebut, tidak diperhitungkan sebagai jangka waktu 
pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
 

Bagian Ketiga 
Masa Berlaku dan Pencabutan Izin 

 
Pasal 12 

 

(1) IPPT berlaku selama pemegang/pemilik IPPT melakukan 
kegiatan dengan tidak merubah jenis kegiatan/peruntukan.  

(2) Kegiatan harus sudah dimulai paling lambat 2 (dua) tahun 
setelah IPPT diterbitkan. 

(3) IPPT dapat dicabut apabila: 
a. pemegang izin melaksanakan penggunaan tanah tidak 

sesuai dengan peruntukannya sebagaimana IPPT yang 

diberikan; 
b. terjadi perselisihan atau sengketa hukum yang berkaitan 

dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang 
didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap;  
c. memberikan data yang tidak benar dan/atau memberikan 

keterangan palsu pada saat pengajuan permohonan IPPT; 

dan/atau 
d. terdapat penyimpangan dari fungsi yang telah ditetapkan. 

(4) Tata cara pencabutan IPPT sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(5) Apabila pemegang/pemilik IPPT tidak memulai kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka 
pemegang/pemilik IPPT harus mengajukan penangguhan 

pencabutan. 
 

Bagian Keempat 
Ketentuan Perizinan 

 
Pasal 13 

 

(1) Dokumen tanah yang diajukan dalam IPPT adalah tanah yang 
sesuai ketentuan RTRW dan peraturan teknis lainnya yang 

sesuai dengan peruntukannya. 
(2) Apabila terjadi perubahan peruntukan lahan sebagaimana 

yang tercantum dalam IPPT harus dilakukan perubahan IPPT. 
 
 

BAB VIII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 
Pasal 14 

 
(1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah 

ini dilaksanakan oleh instansi terkait dan ditetapkan melalui 

Keputusan Wali Kota. 
(2) Camat dan Lurah wajib melaksanakan pemantauan atas 

peruntukan penggunaan tanah dalam wilayahnya dan 
melakukan koordinasi dengan instansi teknis apabila 

ditemukan kasus. 
(3) Kegiatan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian 

pemanfaatan ruang dilaksanakan pada lokasi yang telah 

memperoleh IPPT untuk memantau kesesuaian antara 
pelaksanaan di lapangan dengan izin yang telah diberikan. 

 
 

BAB IX 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

 

Pasal 15 
 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik 

untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap 
pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(2)  Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah: 

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti 
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana 

terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
Peraturan Daerah ini; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan 

mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 

pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
Peraturan Daerah ini; 
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c. meminta keterangan dan barang bukti sehubungan 

dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Daerah ini; 

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang 
berkenaan dengan tindak pidana terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang 

bukti pembukuan, catatan dan dokumen serta melakukan 
penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 

tugas penyidikan tindak pidana terhadap ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini; 

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang 

berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen 
sebagaimana dimaksud pada huruf e; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 

terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
peraturan Daerah ini; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau  
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini 
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan 

hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara 
Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

 
BAB X 

KETENTUAN PIDANA 
 

Pasal 16 
 

(1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) diancam pidana 
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau 

denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta 
rupiah). 

(2)  Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelanggaran. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

pendapatan daerah dan disetorkan ke kas Daerah. 
 

 
BAB XI 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 17 

 
IPPT yang terbit sebelum berlakunya peraturan ini, dinyatakan 

masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan subyek 
dan obyek IPPT serta proses penerbitannya sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 18 
 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah 
Kota Banjar Nomor 35 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin 

Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kota Banjar 
Tahun 2004 Nomor 35 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Banjar Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 19 

 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan 

pelaksanaan mengenai perizinan peruntukan penggunaan tanah 
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 
dengan Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 20 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kota Banjar. 
 

Ditetapkan di Banjar 
pada tanggal 24 Maret 2017  

 
WALI KOTA BANJAR, 
 

  ttd. 
 

 
ADE UU SUKAESIH 

 
Diundangkan di Banjar 
pada tanggal 24 Maret 2017  

 
PELAKSANA TUGAS  

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, 
 

 ttd. 
 
YUYUNG MULYA SUNGKAWA 

 
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 1 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR,  

PROVINSI JAWA BARAT (1/54/2017) 
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PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR 

NOMOR 1 TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH 
 
 

I. UMUM 
 

Bahwa dalam rangka pengaturan penggunan tanah di Kota Banjar agar dapat 
tercapai dengan baik, kiranya selalu berpedoman pada Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) dan peraturan teknis lainnya, karena izin peruntukan 
penggunaan tanah ini ditetapkan dalam rangka mengatur pemanfaatan ruang 
sesuai dengan peruntukannya. 

 
Dengan pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang sesuai dengan 

peruntukannya diharapkan di Kota Banjar nantinya akan tercipta keselarasan 
mulai dari proses perizinannya sampai dengan terciptanya iklim usaha yang 

kondusif, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 
 
II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 

Angka 1 
Cukup jelas. 

Angka 2 
Cukup jelas. 

Angka 3 

Cukup jelas. 
Angka 4 

Cukup jelas. 
Angka 5 

Cukup jelas. 
Angka 6 

Termasuk kegiatan yang mengakibatkan perubahan atau peralihan 

fungsi tanah/lahan. 
Angka 7 

Cukup jelas. 
Angka 8 

Cukup jelas. 
Angka 9 

Cukup jelas. 

Angka 10 
Cukup jelas. 

Angka 11 
Cukup jelas. 

Angka 12 
Cukup jelas. 

Angka 13 

Cukup jelas. 
Angka 14 

Cukup jelas. 
Angka 15 

Cukup jelas. 
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Angka 16 

Peraturan Teknis lainnya yang dimaksud meliputi Rencana Detail 
Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 

(RTBL) dan Site Plan. Apabila peraturan teknis lainnya tersebut 
belum ditetapkan maka mengacu pada Perda tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) dan pertimbangan teknis tata ruang. 
Angka 17 

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 
Pasal 7 

Cukup jelas. 
Pasal 8 

Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 
Huruf f 

Yang dimaksud kegiatan tertentu adalah meliputi kegiatan 
pertambangan, pematangan lahan yang berdampak besar 

terhadap ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. 
Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 
AMDAL merupakan singkatan dari Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan. AMDAL merupakan kajian dampak 
besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada 

tahap perencanaan dan digunakan untuk pengambilan 
keputusan. 
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang 
dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan 

hidup oleh penanggungjawab dan/atau kegiatan yang tidak 
wajib melakukan AMDAL. 

SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) adalah 
kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau 
kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha 
dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang 

wajib AMDAL atau UKL-UPL. 
Huruf i 

Cukup jelas. 
 



 

 14 

Huruf j 

Cukup jelas. 
Huruf k 

Cukup jelas. 
Huruf l 

Cukup jelas. 
Ayat 2 

Cukup jelas. 
Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jelas.  

 Pasal 12 
Cukup jelas. 

 Pasal 13 

Cukup jelas. 
 Pasal 14 

 Cukup jelas. 
Pasal 15 

Cukup jelas. 
Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 
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